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PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 25 TAHUN 2002

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas Penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. serta pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung sebagai bagian
integral pembangunan nasional dipandang perlu menata kembali tata cara
pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat
dipertanggung jawabkan. sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ketentuan
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan
Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indisehe Comptabiliteitswet
Staatblad 1925 Nomor 448) selanjutnya diubah dan diundangkan dalam
Lembaran Negara 1954 Nomor 6; 1955 Nomor 49 dan terakhir Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1968;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan
Wilayah/Kota);
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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Nomor 75.Tambahan Lembaran Negara Nomor  1851);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3358);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4021);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4023);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4024);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 210. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 200() tentang Kedudukan Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4081);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 418, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5010);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 419, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 501 1);

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat Bandung;

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 0 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pembuatan, Perubahan. Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah,

21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar
Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 -2004;

22 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan
Pemerintah Kota Bandung sebagai Daerah Otonomi

23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;

24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bandung;

25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

26. Peraturan Daerah Kota Nomor 06  Tahun 2001 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;

27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah di Kota
Bandung;

29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program
Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000- 2004;

30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana
Pembangunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2003;
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Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Bandung;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;

d. Walikota adalah Walikota Bandung;

e. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota;

f. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggungjawab pada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan
pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah;

g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan/atau pegawai Daerah yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan
tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang
Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan
pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;

i. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan
kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja
Pengguna Anggaran Daerah;
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j. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penye1enggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD.
adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

l. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
Perhitungan APBD adalah laporan atas pelaksanaan anggaran, yang meliputi
penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan serta jika
diperlukan .diperhitungkan dengan Urusan Kas dan Perrhitungan (UKP);

m. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dan penerimaan lainnya
yang dapat dinilai dengan uang dalam periode tahun anggaran tertentu;

n. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dan pengeluaran
lainnya yang dapat dinilai dengan uang dalam periode tahun anggaran tertentu;

o. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Daerah dalam periode tahun anggaran
tertentu yang menjadi hak Daerah;

p. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Daerah dalam periode tahun anggaran
tertentu yang menjadi beban Daerah;

q. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan
terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan;

r. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup
selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah;

s. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dan pembelian
dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan/atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah;

t. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima
dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut
dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek
yang lazim terjadi dalam perdagangan;

u. Pinjaman Jangka panjang adalah Pinjaman Daerah dengan jangka waktu lebih dari
satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok
pinjaman. bunga dan biaya lainnya sebagian atau seluruhnya harus dilunasi pada
tahun-tahun anggaran berikutnya;

v. Pinjaman Jangka Pendek adalah Pinjaman Daerah dengan jangka waktu kurang atau
sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman
berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam
tahun anggaran yang bersangkutan;
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